
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR  11  TAHUN  2010 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 

TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : a. bahwa Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan telah diatur dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 
2005; 

b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3428/SJ
tanggal 23 Agustus 2010 perihal Klarifikasi Peraturan Daerah disebutkan
usaha kelautan pada prinsipnya tidak dikenal dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perikanan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun
2005  tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang 
Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
827); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

SALINAN 



4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 

 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya 

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan 
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);  

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4754); 

 
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 

2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan (Lembaran Daerah 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri E); 

 
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 

 
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Tahun 2010 Nomor 5);  
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dan 
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 
TAHUN 2005 TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 
Tahun 2005 tentang Usaha Perikanan dan Usaha Kelautan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 4 Seri E) dirubah menjadi: 
 

1. Ketentuan Bab V tentang Usaha Kelautan dihapus. 
 
 
 



2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

b. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan 1
(satu) buah kapal perikanan tidak bermotor atau bermotor luar atau bermotor dalam
berukuran kurang dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan lebih dari 30 (tiga puluh)
(GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya
Kuda (DK).

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 selain
dilakukan oleh pejabat penyidik POLRI, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Penyidik
Perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut berdasarkan Prosedur
Tetap Bersama.

Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal  29 NOVEMBER 2010 

GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TTD 

HAMENGKU BUWONO X 

Diundangkan di Yogyakarta 
pada tanggal 29 NOVEMBER 2010 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

TTD 

TRI HARJUN ISMAJI 

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 11 

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

ttd 

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP.19640714 199102 1 001 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 
 

NOMOR 11 TAHUN 2010 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2005 

TENTANG USAHA PERIKANAN DAN USAHA KELAUTAN 
 
 

I. UMUM 
 
Usaha kelautan pada prinsipnya tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan 
dibidang perikanan sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah hanya mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan 
sebagai salah satu dari Retribusi Daerah. 
 
Dengan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.05/MEN/2008 
tentang Usaha Penangkapan Ikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2009, dalam Pasal 21 ayat (1) 
menyatakan bahwa Gubernur berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, SIKPI bagi kapal 
perikanan dengan ukuran 10 (sepuluh) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT. Dengan 
demikian, Gubernur tidak berwenang mengenakan Retribusi pada kapal perikanan 
selain ukuran tersebut. 
 
Sehubungan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005  tentang Usaha Perikanan dan Usaha 
Kelautan; 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 
Pasal I  

Cukup jelas 
 

Pasal II 
Cukup jelas 


